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ABSTRAK

Nafkah anak umumnya merupakan permasalahan yang muncul pasca
perceraian. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menjelaskan tentang kewajiban ayah
memberikan nafkah setelah perceraian jika anak masih dalam umur wajar
pemberian nafkah atau belum menyentuh usia dewasa. Wajib dan sahnya nafkah
anak harus memenuhi rukun dan syarat, diantara lain adalah asas keadilan dalam
pemberian nafkah anak pasca perceraian. Hakim menekankan bahwa nafkah anak
harus diberikan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak dan kemampuan
finansial orang tua, tetapi tetap memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan
nafkah tidak terabaikan Yurispridensi MA No. 3364 K/Pdt/2009 permasalahan
tentang nafkah anak pasca perceraian di dalam Putusan Nomor
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm tidak mencantumkan alasan dasar hakim memutus
nominal nafkah anak sebesar Rp.500.000,00. Hal tersebut membuat penulis tertarik
untuk melakukan penelitian pada putusan ini dikarenakan ayah yang tidak mampu
tersebut sehingga peneliti melihat pada sisi keadilan hukum terhadap ayah pada
Putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-
analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
berdasarkan fenomena yang ada di pengadilan. Kerangka teori yang digunakan
dalam penelitian ini keadilan hukum untuk mengetahui dan menjelaskan apakah
hakim sudah memberikan putusan yang sesuai dengan asas keadilan hukum.
Penelitian ini meggunakan data primer berupa putusan dan hasil wawancara dengan
hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur. Kemudian didukung oleh data-data
sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
(Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-
Undang KHUPerdata), dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku tentang
hukum terkait dan data resmi dari instansi pemerintah.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengabulan nafkah anak pasca
perceraian didasarkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim
bersfiat pasif dalam memutuskan perkara selama tuntutan tidak melawan hukum
yang ada. Segala yang berkaitan dengan hak nafkah anak wajib diberikan kepada
anak. Asas cita hukum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan
nominal nafkah anak, demi terpenuhinya keadilan, kemanfaatan dan kepastian pada
kedua bela pihak. Melihat nafkah anak yang wajib dan tetap harus diberikan
sedangkan harus melihat kemampuan ayah dalam menafkahi anaknya tersebut.
Selanjutnya jika sang anak sudah mencapai usia dewasa ayah bisa berhak untuk
memutus nafkah anak tersebut dengan beberapa syarat.

Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Keadilan Hukum.



ABSTRACT

Child support is generally an issue that arises after divorce. Article 80 of the
Compilation of Islamic Law explains the father's obligation to provide child support
after divorce if the child is still within the appropriate age for receiving support or
has not reached adulthood. The legitimacy and validity of child support must meet
certain conditions and requirements, including the principle of justice in providing
child support after divorce. The judge emphasized that child support must be
provided with consideration for the child's basic needs and the financial capability
of the parents, while ensuring that the child's right to receive support is not
neglected. In the Supreme Court Jurisprudence No. 3364 K/Pdt/2009, the issue of
child support after divorce is addressed. However, in the decision No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, the judge did not provide the underlying reasoning for
determining the amount of child support at Rp. 500,000. This prompted the author
to conduct research on this decision, particularly regarding the father’s inability to
pay, and to examine the aspect of legal justice for the father in the ruling.

This research is a qualitative study with a descriptive-analytic nature. The
approach used in this research is a juridical-empirical approach based on the
phenomena observed in court. The study uses primary data in the form of court
decisions and interviews with judges at the Arga Makmur Religious Court. This is
supported by secondary data, including primary legal materials such as legislation
(Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the
Compilation of Islamic Law, and the Civil Code), as well as secondary legal
materials such as books on related law and official data from government agencies.

The research findings indicate that the granting of child support after divorce
is based on the facts presented during the trial. The judge adopts a passive approach
in deciding the case as long as the demands do not contradict existing laws.
Everything related to the child’s right to support must be provided to the child. The
principle of justice is the foundation for the judge's consideration in determining
the amount of child support, ensuring justice, utility, and certainty for both parties.
Child support is mandatory and must be provided, while also considering the
father's ability to support the child. Furthermore, when the child reaches adulthood,
the father may have the right to terminate child support under certain conditions.

Keyword: Provision, Divorce, Legal Justice.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal
Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ ‘g Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim )’ Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)




] Ta’ T te (dengan titik di bawah)
5 zZa’ Z zet (dengan titik di bawah)
I ‘Ain ¢ koma terbalik di atas

& Gain G Ge

o Fa’ F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf Kh Ka

Jd Lam L ‘el

a Mim M ‘em

o Nun N ‘en

3 Waw W w

o Ha’ H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

T Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Ditulis muta’ addidah

Ditulis ‘iddah




C. Vokal Pendek

1. S Fathah Ditulis “a”
2. — Kasrah Ditulis “1”
3. S Dammah Ditulis “u”

D. Vokal Panjang

Fathah + alif a
1 ditulis
Oleadiad) Istihsan
Fathah + ya’mati a
2 - ditulis
s Unsa
Kasrah + ya’ mati 1
3 ditulis _
) slad) al-‘Alwant
Dammah + wawu mati a
4 ditulis
psle ‘Ulim

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya’mati ai
1 ditulis
pR s Gairihim
Fathah + wawu mati au
2 S ditulis
Jds Qaul

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata ( Dipisahkan dengan Apostrof)

A} Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
iSOy Ditulis la’in syakartum

Xi



G. Kata Sandangan Alif + Lam

a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyyah maka ditulis menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf e/ (1) nya.

Al Ditulis ar-Risalah

eladdl) Ditulis an-Nisa’

b. Jika diikuti huruf Qamariyyah

OIAY Ditulis al-Quran
i) Ditulis al-Qiyas

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

&I Sl Ditulis Ahl ar-Ra’yi

43 Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

I. Penulisan Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Jika Ta’ dimatikan ditulis “h”

FRN Ditulis - hikmah
A Ditulis illah

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap
kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya.

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta’ ditulis

dengan “h”
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) ditulis
a1 6
Karamah al-Auliyaa’

c. Jika Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah

maka dapat ditulis “t” atau “h”

e ditulis
/,hs.:f'\ 8
Zakah al-Fitr

J. Pengecualian
Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia

dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh

penerbitnya, seperti Figh Jinayah.

3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang

menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.

4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-

Ma'arif, dll.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perceraian dalam agama Islam adalah tindakan yang tidak disukai oleh
Allah SWT.! Perceraian menjadi jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga
yang tidak lagi harmonis, dan bila mana pernikahan itu dipaksa untuk
dipertahankan maka dikhawatirkan kehidupan rumah tangga menjadi banyak
mudharat jika tetap dipertahankan. Perceraian menjadi jalan terakhir bagi
sebuah pernikahan bila memang benar-benar sudah mengusahakan jalan lain
dan ternyata sudah tidak ada lagi solusi untuk mempertahan pernikahan

mereka.?

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata “cerai”,
sedangkan menurut istilah (syara™) perceraian yaitu suatu sebutan untuk
melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa“id perceraian merupakan
putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam

rumah tangga atau karena sebab lainnya. Menurut hukum Islam perkawinan

! Ahmad Rofi, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
hlm. 268.

2 Kurnia Muhajarah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Bagi Anak dan
Istri), (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), hlm. 107.



dapat putus karena beberapa sebab, diantaranya karena putus sebab kematian,

perceraian, dan sebab putusan Pengadilan.®

Peraturan perceraian menurut hukum agama Islam yang telah
dipositifkan di Indonesia dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974
dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20
sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat No. 9 Tahun 1975), mengenal dua istilah yakni cerai
gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, sementara cerai talak adalah
ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan.* Dengan demikian, kedua istilah ini memiliki
perbedaan dalam siapa yang mengajukan perceraian dan proses hukum yang

terkait.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, Undang-Undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa
"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Salah

satu hak dan kewajiban suami kepada istri setelah terjadi perceraian

3 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020),
hlm. 161-162.

4 Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia",
Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus,
2023), hlm. 96



sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bagian

(@), (b), dan (d) adalah sebagai berikut:
Bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam
iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talakba’in atau nusyur dan dalam
keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila
gobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa
“bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali
bila ia nusyuz”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak
nusyuz (bersikap durhaka) terhadap mantan suaminya berhak menerima nafkah
iddah setelah perceraian.> Mesikpun telah ada peraturan yang menetapkan
kewajiban memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada mantan istri pasca
perceraian, tidak ada ketetapan yang secara khusus diatur oleh Al-Qur’an, hadis,
atau undang-undang mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada

mantan istri. Oleh karna itu, keputusan mengenai besaran nafkah akan

® Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 152



ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim yang
menangani perkara tersebut hingga perlu ada dasar hukum yang dipergunakan
olen hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar

pertimbangannya.®

Suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga, salah satunya
adalah dengan memberikan nafkah kepada anak dan istri seperti yang termuat
dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya”. Yang berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan
nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan ini merupakan
konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga
dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Nafkah berarti “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang
diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan
pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan

tempat tinggal.’

® Mansari & Moriyanti “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca

Perceraian”. Jurnal Gender Equality:International Journal of Child and Gender Studies Vol.5,
No.1, Maret 2019

184.

" Departemen Agama R1, llmu Figh, Jilid II (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984), him.



Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi
diskursus adalah persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini
dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang
diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang
menganggap hukum adil dan pandangan lain yang meyakini hukum tidak adil.
Masalah seperti itu biasa terjadi dan ditemukan dalam suatu kasus tertentu,
seperti dalam perkara pencari keadilan yang menganggap putusan yang
dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, sebaliknya
majelis hakim merasa yakin atas putusan tersebut telah mencerminkan rasa
keadilan karena berdasarkan pertimbangan hukum tertulis berupa ketentuan

perundang-undangan.®

Berdasarkan keputusan majelis hakim dalam memerikasa perkara maka
hakim harus menerapkan asas cita hukum, yaitu agar terciptanya asas kepastian
hukum (Rechtmatigheid), asas kemanfaatan (Doelmatighei), dan asas keadilan
(Gerechtmatigheid). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa adil,

hukum yang pasti, dan manfaat agar tercapainnya ketertiban sosial.’

Tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No.
420/Pdt.G/20203/Pa.Agm terdapat kesenjangan yang mana hakim seharusnya

memutuskan sesuai dengan Asas Cita Hukum yang berlaku. Perkara tersebut

251.

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him.

® Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: PT. Suryandaru

Utama, 2005), him. 48.



hakim mengabulkan sebagian dari permintaan penggugat dengan nominal
sebesar Rp. 500.000.00 per bulan untuk satu anak, dengan melihat pernyataan
Tergugat dimana hakim sudah melihat bahwasannya tergugat sudah tidak
mampu lagi bahkan untuk menafkahi diri nya sendiri dikarenakan gaji yang
diterima ialah minus. Melihat ini peneliti mendapatkan pertanyaan apakah
hakim sudah memberikan keadilan sesuai dengan asas-asas hakim dalam
memutus sebuah perkara ke Terguggat yang sudah tidak ada aset apapun lagi
selain gaji yang diterima minus itu sendiri. Namun pada praktiknya hakim
tetap mengabulkan putusan tersebut meskipun dikabulkan sebagian dari

permintaan penggugat.

Setelah melihat realita di atas terdapat kesenjangan antara Asas Cita
Hukum yaitu Asas Keadilan Hukum dengan praktiknya di mana hakim harus
bisa menciptakan hukum yang adil sesuai dengan asas cita hukum yang berlaku
di Indonesia. Dimana diketahui bahwasanya ketidakmampuan tergugat dalam
menafkahi anaknya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang
menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Argamakmur dalam
memutuskan gugatan nafkah anak. Peneliti memfokuskan penelitian ini dengan
judul. “ASAS CITA HUKUM (IDEE DES RECTH) TERHADAP
PUTUSAN GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR

NOMOR 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat pokok

rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan gugatan nafkah anak

pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm?

2. Bagaimana hakim menerapkan asas cita hukum dalam putusan gugatan

nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama Arga

Makmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa/Agm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan penulis di atas,
maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan gugatan
nafkah anak pasca perceraian di dalam putusan Pengadilan Agama
Argamakmur No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm

b. Untuk mengetahui apakah hakim sudah menerapkan asas cita hukum
(idee des recth) terhadap putusan gugatan nafkah anak pasca perceraian
di dalam putusan Pengadilan Agama Argamakmur No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:



a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan
khazanah ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif
maupun hukum Islam. Selain itu, jJuga menambah referensi keilmuan
dalam bidang hukum, khususnya hukum tentang gugatan nafkah
anak.
b. Secara Praktis

1) Peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan
pengetahuan tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian yang
dijadikan sebagai permohonan dalam gugatan pengesahan

perkawinan beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

2) Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah
pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama menyangkut
perkara gugatan nafkah anak dan menjadi pedoman dalam

melangkah jika seandainya menghadapi permasalahan hukum.
D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai gugatan nafkah anak telah banyak diangkat untuk
menjadi sebuah penelitian, adanya telaah pustaka bertujuan untuk
perbandingan dan bertujuan agar tidak ada kesamaan penelitian dari penelitian

yang sudah ada. Dari pengamatan hasil literatur yang penulis kumpulkan



terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan yang
akan penulis angkat, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis olen Uswatun Hasanah yang berjudul
“Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya
Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019).
Skripsi ini memiliki jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif serta mengkaji berdasarkan konsep perundang-undangan, keputusan
pengadilan, dan studi dokumen yang dimana penelitian tersebut sama dengan
yang digunakan oleh penulis. Terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis
oleh Uswatun Hasanah tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu
pada pokok pembahasan nya, dimana penulis memfokuskan kepada asas cita
hukum pada keputusan hakim yang memutus perkara gugatan nafkah anak dan
hal-hal lain didalamnya. Sedangkan, skripsi yang ditulis oleh Uswatun
Hasanah mengkaji tentang Asas Keadilan dalam penetapan nafkah dikarenakan
cerai gugat.®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Intan Lubaba Az-Zahra yang
berjudul “Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Verstek
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023)”. Hasil
penelitian ini menggunakan putusan dari tahun ke tahun untuk dijadikan bahan
perbandingan untuk mengetahui besaran nafkah anak. Persamaan dengan

skripsi yang ditulis oleh penulis ada pada proses pengambilan data secara

10 Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta
Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019).”
Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021.
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wawancara. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penulis
memfokuskan kepada asas cita hukum terkhusus asas keadilan dalam
pertimbangan hakim memutus perkara gugatan nafkah anak dan peneliti hanya
memfokuskan pada satu perkara putusan saja untuk dijadikan bahan
penelitian.!!

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anggi Mulyadi yang berjudul
“Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di tinjau
dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perkara No. 37/Pdt.G/2018 di
Pengadilan Agama Curup)"”. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan
dengan pendekatan kualitatif yaitu di uraikan menggunakan pendekatan
normatif sama dengan apa yang digunakan oleh penulis dalam penulisan
skripsi dikarenakan sama-sama mengambil dari putusan Pengadilan Agama.
Sedangkan, perbedaan nya terletak pada fokus pembahasan yang dimana
memang sama-sama membahas masalah nafkah anak akan tetapi penulis lebih
memfokuskan kepada Asas Cita Hukum terkhusus Asas Keadilan.?

Keempat, Jurnal yang ditulis olenh Gema Al Agsha, Abdul Hafizh yang
berjudul “Kewenangan Ex Officio Hakim terhadap pertambahan nilai Nafkah
Anak pada Perkara Perceraian”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian

normatif-yuridis, yang dimana penenlitian ii menelaah hukum atau peraturan

1 Wahyu Intan Lubaba Az-Zahra, “Besaran Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Pada
Putusan Verstek (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023).” Skripsi,
Institut Agama Negeri Kediri 2023.

12 Anggi Mulyadi, “Pelaksanaan Nafkah Anak oleh Pegawai Negeri Sipil yang bercerai di
tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perkara No. 37/Pdt.G/2018 di Pengadilan Agama
Curup)’. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2019
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diterapkan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan sama dengan
skripsi yang ditulis oleh penulis. Namun, setiap ada persamaan tentu saja
memiliki perbedaan yaitu pada fokus penelitian yang dimana penulis lebih
memfokuskan kepada Asas Cita Hukum terkhusus pada Asas Keadilan
sebagaimana perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Sedangkan, jurnal
tersebut lebih memfokuskan pada permasalahan pertambahan nilai nafkah anak

dalam perkara perceraian.'3
E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch ia mengungkapkan bahwa tugas teori hukum adalah
menjelaskan nilai melalui postulat hukum kepada landasan filosofis tertinggi,
karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum.!* Radbruch secara
tekun tekah mengadakan pendekatan dari segi teori hukum lalu membagi ilmu
hukum atas tiga lapisan utama; yaitu doktrin hukum, teori hukum dan filsafat
hukum.

Hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur
kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan
konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Bahwa hukum hanya berarti
sebagai hukum apabila hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau

sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah itu. Pengertian hukum ini

13 Gema Al-Agsha, Abdul Hafizh, “Kewenangan Ex Officio Hakim terhadap pertambahan
nilai Nafkah Anak pada Perkara Perceraian,” Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 9, No. 1 (2024).

14 Margono, 4sas Keadilan, hlm.23.
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menjadi tolak ukur bagi adil atau tidaknya tata hukum yang di bentuk dalam
masyarakat. Menurut Radbruch pengertian hukum dapat dibedakan menjadi
tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian
hukum yang memadai.®

Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan
ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang
kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum,
sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahwa
isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab
hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Aspek yang
ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa
hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.'®

Keadilan sebagai tujuan hukum lebih dititikberatkan pada nilai-nilai
filsafat hukum, sedangkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lebih
ditekankan pada aspek sosiologi hukum, dan kepastian sebagai tujuan hukum
lebih berorientasi pada pandangan yuridis formal. Aplikasi dan implementasi
ketiga tujuan hukum dimaksud senantiasa mengacu pada serapan konsep
skala prioritas dengan lebih mengutamakan keadilan dari kemanfaatan dan

kepastian hukum.’

15 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982),
hlm. 162.

16 Ipid, hlm. 163.

17 Margono, Asas Keadilan, hlm, 16.
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Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian
hukum yang bersifat menyamaratakan. Sedang keadilan bersifat individual,
sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, publik sangat
berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut
keadilan harus diutamakan dan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan
penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik
dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat
individual .18

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan
hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia lainnya, dengan
memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya, dan
membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.X® Adil bermakna tidak
berat sebelah atau bisa juga dipahami berpegang teguh pada kebenaran dan
kepatutan. Kata keadilan berkaitan erat dengan kesetaraan, keseimbangan dan
kewajaran.?® Adil dari perspektif etika berarti memberikan kepada seseorang
atau komunitas apa yang menjadi haknya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu
digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal

ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan

18 Margono, Asas Keadilan, hlm, 105.

19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
1999), him, 71.

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Keadilan Sosial (Jakarta: Kompas Media Nusantara,
2014), him, 43.
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dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pun sebaliknya. Di
antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka
harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh
Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan keadilan hukum
(gerechtigkeit), kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum
(rechtssicherheit).

Skala prioritas dimaksud, pertama-tama mengusahakan keadilan,
barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. ldealnya memang
selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan
hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin maka
skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Sebagaimana pendapat Gustav
Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan.??

2L Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm, 123.

22 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence) (Jakarta: Kencana, 2009), him, 99.
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F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan melihat dokumen
seperti teks, gambar, simbol, dan sebagai cara untuk mendapatkan
pemahaman tentang budaya dalam konteks sosial tertentu.?®> Penelitian
ini juga menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian
pustaka (library research). Penelitian lapangan adalah salah satu metode
pengumpulan data penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan
mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan peneliti.
Penelitian pustaka mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan
berbagai macam material yang tersedia di lingkungan penelitian.
2. Sifat Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode
deskriptif-analitik. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap
objek yang ingin diteliti melalui data atau sampel yang telah

dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.?* Dengan

23 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah
Ragam Varian Kontemporer ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 203.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), cet ke-19, hlm. 29.
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kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu
permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah
sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian
hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil
kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
situasi yang berkaitan dengan Asas cita hukum terhadap gugatan nafkah

anak pasca perceraian.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa putusan dalam
penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, Yuridis
adalah mengkaji konsep peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan
empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Jadi dapat
ditarik kesimpulan bahwa pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis
pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan membandingkan
data-data sekunder seperti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
buku-buku, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan konsep
keadilan hukum untuk Asas cita hukum terhadap gugatan nafkah anak
pasca perceraian dengan data-data primer yaitu dari dokumen putusan

dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Argamakmur.
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4. Sumber Data
Sumber data merupakan subjek di mana data yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi
dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.?
a. Sumber Data Primer
Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil
observasi langsung melalui dengan menganalisis berkas putusan No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm dan data yang diperoleh dari wawancara
kepada Hakim Pengadilan Agama Argamakmur yang memutus
terhadap perkara tersebut.
b. Sumber Data Sekunder
Data-data yang terkait dengan Perundang-Undangan, yakni
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang
digunakan sebagai pendukung menjawab rumusan masalah yaitu
buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet

yang berkaitan dengan objek penelitian.

%5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Asdi
Mahastya, 2006), hlm. 129.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dari sumber primer berupa dokumen
putusan yang secara langsung memaparkan data dari sumber penelitian
berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan
terhadap putusan No. 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm. Dokumentasi dan
wawancara dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Argamakmur.
6. Teknik Analisa Data
Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan
yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data
kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau
peristiwa atau fenomena tertentu.?® Dalam hal ini, adalah
mendeskripsikan bagaimana putusan gugatan nafkah anak yang diajukan
di Pengadilan Agama Argamakmur. Adapun metode analisis yang
digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni
dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan pengesahan isbat nikah
pasca meninggalnya suami dengan menganalisis dari hal yang bersifat
umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat

rasional.

% A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif. Kualitatif dan Penelitian Gabungan,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 330.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini, untuk memudahkan dalam
penyusunan, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi
lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab.

Bab | Pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab Il yaitu kajian teori, dalam bab ini penyusun membagi
pembahasan menjadi dua sub bahasan, yang berisi; pertama, tinjauan umum
tentang gugatan nafkah anak yang meliputi pengertian nafkah anak, dasar
hukum penetapan nafkah anak, tujuan dan manfaat nafkah untuk anak.
Kedua, Tinjauan umum tentang asas cita hukum yang meliputi hubungan
antara hukum dengan keadilan hukum.

Bab 111 berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab
ini penyusun membuat gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama
Argamakmur, berupaya mendeskripsikan duduk perkara putusan hakim No.
420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, dasar pertimbangan hakim pada perkara gugatan
nafkah anak, serta asas cita hukum dalam perkara gugatan nafkah anak.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait pengesahan
isbat nikah pasca meninggalnya suami dan pertimbangan hakim Pengadilan

Agama Argamakmur dalam memutuskan perkara No.



20

420/Pdt.G/2023/Pa.Agm serta tinjauan hukum Islam terhadap perkara
pengesahan isbat nikah pasca meninggalnya suami.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran,
kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian
dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan di atas. Pada bab ini
penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna
memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang
digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Pada bagian akhir dari
penelitian ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan

dalam penyusunan skripsi ini.



BAB YV

PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai pengabulan gugatan
nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur
Nomor 420/Pdt.G/2023/Pa.Agm, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pertimbangan yang menjadi dasar hakim mengabulkan gugatan nafkah anak
pasca perceraian yakti Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah
kepada anak sebelum usia dewasa yaitu 21 tahun merupakan kewajiban
seorang ayah. Anak yang belum menyentuh usia dewasa wajib diberikan
nafkah anak oleh ayahnya. Asas kepatutan wajar biaya hidup dasar anak
dengan mempertimbangkan hak wuntuk anak harus dipenuhi. Segala
petimbangan yang telah menjadi dasar dikabulkannya gugatan nafkah anak
telah diterima sang suami dengan mengusahakan terpnuhinya nafkah anak
mereka.

2. Hakim sudah memberikan keadilan hukum dalam hal ini, karena mengambil
kemashlahatan untuk dua pihak antara anak yang mendapatkan hak nafkah
dari ayahnya. Keadilan dalam menetapkan putusan ini memperhatikan nafkah
anak yang wajib dan melihat kemampuan ayah, berdasarkan yang demikian
hakim dapat memberikan keadilan kepada kedua bela pihak yang berperkara.
Asas keadilan hukum dan asas lainnya sudah sejalan dengan pertimbangan

hakim dalam putusan ini, dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan hak-
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hak anak dalam terpenuhinya nafkah seorang anak pada orang tua terkhusus

ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Perlunya mencantumkan hal-hal lebih rinci mengenai dasar
pertimbangan hakim dalam putusan dengan tujuan agar lebih
menguatkan atas dasar hakim dalam memutus sebuah perkara.
Sehingga sebuah putusan secara kompleks mencantumkan semua
pertimbangan di dalam perkara tersebut.

2. Penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih
lanjut permasalahan gugatan nafkah anak tentang asas cita hukum,
dengan seiring berjalannya waktu permasalahan dalam bidang ini
mungkin akan semakin kompleks dan menarik untuk diteliti.
Temukan putusan yang menolak dikabulkannya nafkah anak yang
dimana ayah nya mampu secara finansial. Hal ini tentu unik untuk
dikaji dan dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam

memutus perkara.
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